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ABSTRAK

TINDAKAN KEBIJAKAN (DISKRESI) MENURUT KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN

M.SYADAM HUSIN
502017412

Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah apakah tindakan kebijakan
(diskresi) dibolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dalam proses
penyidikan tindak pidana di Indonesia serta bagaimana pengawasan diskresi
tersebut oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana di Polda Sumsel.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris
yang mengkaji data primer dalam bentuk wawancara dengan pihak terkait serta
data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah
data terkumpul dengan lengkap kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif
yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan
sistematis untuk dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

1. Tindakan kebijakan (diskresi) kepolisian dalam proses penyidikan tindak
pidana di Polda Sumsel diperbolehkan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Sebagaimana diterbitkannya
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :
SP.Sidik/414.C/X1/2015/Ditreskrimum (data terlampir) dan Surat Perintah
Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/33.d/111/2016/Dit.Reskrimum
(dataterlampir) Jika SP3 maka harus memenuhi 3 (tiga) alasan
a. Tidak diperolehnya bukti yang cukup
b. Peristiwayang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
c. Penghentian penyidikan demi hukum

2.  Pengawasan diskresi oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak
pidana yakni dilakukan oleh 3 (tiga) institusi kepolisian, yaitu :

a. Inspektorat Pengawasan Daerah Polda yang bertugas melaksanakan
pengawasan kedalam terhadap kinerja seluruh satuan atau direktorat
yang ada di Polda Sumatera Selatan antara lain di bidang-bidang
pengawasan pekerjaan masing-masing satuan;

b. Propam (Profes dan Pengawasan) yang bertugas melakukan
pemeriksaan terhadap oknum anggota polri yang diduga telah
mel akukan tindakan diskresi;

c. Wasidik (Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan) yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap anggota Reserse dalam hal
penanganan perkara bak penyelidikan maupun penyidikan dan
memberikan arahan tentang peristiwa yang sedang ditangani mengenai
tindak lanjut perkaranya.

Kata Kunci : Kebijakan, Penyidikan, Pidana.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permulaan rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan
penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi
peristiwa pidana. Penyelidikan dan pneyidikan terlebih dahulu harus dilakukan
dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat
bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan
hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana
Apabila pengumpulan aat bukti-alat bukti daam peristiwva pidana itu telah
memenuhi  persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam
peristiwa pidanaitu telah siap untuk diproses.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu
hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk keperistiwa hukum yang
sesungguhnya. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya
keadaan-keadaan atau prasyarat yang dibutuhkan bukan sgja karena sekadar untuk
memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum
sgja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu.

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang
diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini

merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan



peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh
ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya.

Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selau berpedoman
kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur di dalam
KUHAP, maupun hukum acara yang diatur di luar KUHAP, termasuk juga
hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini
sangat menentukan arah identifikas peristiwa tentang ada dan tidak adanya
peristiwa pidana yang telah dilanggar.

Bagaimanakah mekanisme atau tata cara seorang penyelidik dan seorang
penyidik itu mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu
atau di ruangan tertentu, juga menimbulkan persoalan tersendiri, yaitu apakah
para pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang
pemahaman hukum yang benar.

Terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagal suatu tindak pidana
oleh penyelidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyidikan untuk
mencari tahu siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan pasal 1 butir 1
KUHAP pgabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah pejabat
polisi negara atau pegawal negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan
berdasarkan KUHAP. Penyidik dalam pasal 7 KUHAP, diantaranya adalah :

Proses perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat diartikan segala
rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapa efisensi kerja mulai dari
kegiatan penyelidikan sampai dengan penerapannya keputusan akhir dapat selesal

dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa



secara kaku untuk diberlakukan kepada sigpapun dan dalam kondisi apapun
seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit
diddam hukum pidana bukan sgja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana,
tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak
menyenangkan.

Hal ini karena segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan
sanksi oleh peraturan. Jalan keluarnya adalah diserahkan kepada petugas penegak
hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses untuk
selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan
diskres (kebijakan).

Diskres (Discretionary Power) menurut Thomas J. Aaron adalah suatu
kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan
dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral
daripada pertimbangan hukum. *

Penyaringan perkara mula pada tingkatt penyidikan berupa tindakan-
tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat
penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendiponir suatu perkara yang biasa
disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan, pada tingkat peradilan berupa
keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat ataupun lepas dan hukuman
denda. Padatingkat pemasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk kedalam proses peradilan

pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem

! Dikutip dari Marwan Efendy, Diskresi Penemuan Hukum Dalam Penegakan Hukum,
Referensi, Jakarta, 2012, him 7



peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin
beragamnya diran-airan hukum modern saat ini, baik pada lingkup
perkembangan hukum pidana maupun krimonologi yang disadari atau tidak
disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan
yang ada pada masyarakat dewasa ini, selain itu diskres tidak jarang dilakukan
olen penyidik kepolisian daerah (Polda) Sumsel dalan melakukan |
penegakan hukum pada tingkat penyidikan. Diskres itu sendiri secara normatif
adalah hal yang sah dan diperbolehkan dalam proses penegakan hukum pidana.
Dalam praktek telah terjadi tindak pidana, diskresi yang berkaitan dengan

tata urutan pekerjaan polis yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan
hukum pidana, merupakan satu rangkaian sistem peradilan pidana dimana tugas
polis sebagal aparat penyidik. Diskresi dapat sgja dilakukan oleh Kepolisian,
namun tidak jarang menimbulkan kontroversi bagi masyarakat dan kadang kala
dianggap melanggar hukum. Padahal di pihak kepolisian diskres dilakukan
dengan syarat selektif tanpa harus melanggar hukum atau kode etik Kepolisian.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh dalam
bentuk penelitian (Tesis) daam judul “Tindakan Kebijakan (Diskresi)
Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Proses Penyidikan Tindak
Pidana Oleh Kepolisian”
B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diatas, maka dapat dirumuskan

permasal ahannya sebagal berikut :



1. Apakah tindakan kebijakan (diskres) dibolehkan menurut ketentuan
perundang-undangan dalam proses penyidikan tindak pidana oleh
Kepolisian ?

2. Fungs manakah di Kepolisian yang melakukan pengawasan diskresi oleh
Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana ?

C. RuangLingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana dengan
membatas kagian mengena apakah tindakan diskresi dibolehkan menurut
ketentuan perundang-undangan dan pengawasan diskresi oleh kepolisian dalam
proses penyidikan tindak pidana ?
D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan kebijakan (diskresi)
dibolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dalam proses
penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian di Indonesia

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis fungsi di kepolisan yang
melakukan pengawasan diskress oleh kepolisan dalam proses
penyidikan tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian
a. Secara terotis, penelitian ini berguna sebaga upaya menambah

wawasan ilmu pengetahuan hukum dan peningkatan keterampilan
meneliti dan menulis karya ilmiah bidang hukum pidana dalam proses

kegiatan penelitian hukum normatif.
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Kerangka Konseptual

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan
hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan
pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum

Tindakan Kebijakan (diskresi)) adalah kebebasan untuk bertindak yang
dilakukan oleh kepolisan dalam rangka menegak hukum lebih
mengutamakan pertimbangan mora dan keadilan daripada aturan hukum
yang merupakan inisiatif dari penegak hukum (kepolisian), namun dapat
dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun hukum.

Proses penyidikan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh
pihak penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi
tentang peristiwa kgjahatan yang diduga dilakukkan oleh seseorang yang
belum diketahui identitas pelakunya

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

Tindak pidana suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana
oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana
dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung
jawab.

Kepolisian daerah adalah kepolisian daerah Sumatera Selatan



F. M etode Penelitian
1 Jenis Pendlitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum empiris yakni suatu
penelitian yang akan mengkgi pelaksanaan aturan-aturan hukum di dalam
kenyataannya dimasyarakat yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam
bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder
dimaksud dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier, dilanjutkan dengan mengkaji data primer dalam bentuk kuesioner
dan wawancara.
2. Tipe Pendlitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif analisis, artinya penelitian
hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai
apakah tindakan kebijakan (diskres) oleh Kepolisian dibolehkan menurut
ketentuan perundang-undangan dalam proses penyidikan tindak pidana serta
pengawasan diskresi oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana di
Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel
3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data lapangan yaitu data yang
diperoleh di lapangan serta data sekunder yaitu data yang diperolen melaui
kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan yaitu :



a.  bahan hukum primer yaitu
1. Undang-Undang Dasar RI 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang K epolisian Negara
5.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait
b. Bahan hukum sekunder :
dalam bentuk buku (literatur) dan hasil-hasil penelitian
c. Bahan hukum tersier, dalam bentuk kamus, ensiklopedia, index dan
lain-lain
Dilanjutkan dengan data lapangan yaitu data yang diperoleh secara
langsung dari lapangan dalam bentuk wawancara dengan pihak-pihak terkait
yakni pegabat dilingkungan Kepolisan Daerah Sumsel, tersangka, penasehat
hukum dan tokoh masyarakat setempat.
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Daam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai
berikut untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengutip dan
mengkaji buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi
tertulis lainnya yang terkait dengan permasal ahan.
Untuk memperoleh data lapangan dilakukan wawancara dengan beberapa

pgabat dilingkungan Kepolisian Daerah Sumsel dan pihak-pihak terkait. Dalam



wawancara materi dipersiapkan lebih dahulu sebagai pedoman. Metoda ini

digunakan agar responden bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian-

uraian kalimat.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan lapangan terkumpul kemudian diolah dan
dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang
tersusun secararinci dan sistematis untuk dapat diambil kesimpulan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis (content analisys) yaitu dengan
menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan
sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut
dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan
Rancangan penelitian (Skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) bab dengan sistematika sebagal berikut :

Bab | merupakan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Perumusan
Masdah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka
Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab Il berisikan Tinjauan Pustaka, tentang Pertanggungjawaban Pidana, Diskresi
(Discretionary Power) serta Proses Penyidikan oleh Kepolisian.

Bab 11l merupakan Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Tindakan

Diskresi oleh Kepolisian menurut Ketentuan Perundang-undangan Dalam
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Proses Penyidikan Tindak Pidana dan Pengawasan Diskresi oleh Kepolisian
dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Bab 1V merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran terhadap
Permasal ahan yang dibahas diakhiri dengan Daftar Pustaka serta Lampiran-

lampiran.
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